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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Tarakan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Pengesahan  Perkawinan/Istbat

Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I,  NIK XXX, tempat tanggal lahir Laponrong, 10 Agustus 1989,

agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  Nelayan,

bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pemohon I.

PEMOHON  II,  NIK  XXX,  tempat  tanggal  lahir  Barere,  29  Agustus  1999,

agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut

para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  09

November  2023  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tarakan  pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

140/Pdt.P/2023/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  adalah suami istri yang menikah

menurut  agama  Islam pada  tanggal  17  Juni  2015  di  Desa  Papollo,

Kabupaten  Bone,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  dengan  wali  nikah

bernama  AYAH(Ayah  Kandung  Pemohon  II)  dihadapan  penghulu
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kampung bernama PENGHULU . Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh

dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 30 tahun agama Islam dan

SAKSI  usia  40  tahun  agama  Islam  serta  mas  kawin  berupa

Seperangkat alat shalat dibayar tunai; 

2. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  menikah  secara  resmi  di

hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  setempat

karena tidak memiliki biaya untuk melangsungkan pernikahan di Kantor

Urusan Agama;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka dalam

usia 27 tahun  dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;

4. Bahwa  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan

darah  dan  tidak  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada

larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut  ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah

hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak

bernama;

a. ANAK 1, Tempat, Tanggal Lahir : Barere, 09 Mei 2017;

b. ANAK 2, Tempat, Tanggal Lahir : Pompua, 29 Mei 2019;

Bahwa,  saat  ini  kedua  anak  tersebut  diasuh  oleh  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

6. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat  pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut

dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam

dan tidak pernah bercerai;
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7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat

secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I

dan  Pemohon  II  membutuhkan  penetapan  pengesahan  nikah  dari

Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk

mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya

yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mohon  agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Tarakan/Cq.Majelis  Hakim  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  penetapan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan

Pemohon II  (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni

2015 di Desa Papollo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila  Pengadilan  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 November 2023

untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

namun  selama  masa  tersebut  tidak  ada  pihak  lain  yang  mengajukan

keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari  sidang yang telah  ditetapkan para  Pemohon telah

hadir sendiri di persidangan;
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Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  para  Pemohon

telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk  NIK.  XXX,  atas  nama  Pemohon I

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 18-06-2021 Bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk NIK.  XXX, atas nama  Pemohon II

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 18-06-2021. Bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa  para  Pemohon  tidak  dapat  menghadirkan  saksi  yang  hadir

dalam  pernikahan  para  Pemohon,  selanjutnya  para  Pemohon  tidak

mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

para  Pemohon  telah  diumumkan  pada  papan  pengumuman   Pengadilan

Agama Tarakan selama 14 hari  sebelum perkara  ini  disidangkan,  namun

ternyata  tidak  ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  atas  permohonan
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Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  tersebut,  maka  Majelis  Hakim

menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya; 

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  para  Pemohon  mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  17  Juni  2015  di  Desa  Papollo,

Kabupaten  Bone,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  dengan  wali  nikah  bernama

AYAH(Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama

PENGHULU . Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah

yaitu SAKSI, usia 30 tahun agama Islam dan SAKSI usia 40 tahun agama

Islam serta mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun

Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  memiliki  Buku  Kutipan  Akta  Nikah

karena  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  di  KUA,  sementara  Pemohon  I

dengan  Pemohon  II  sangat  membutuhkan  bukti  pernikahan  sah  untuk

mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  283 R.Bg telah menyebutkan

bahwa:”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau

guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  hak  orang  lain,

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa

tersebut”,  dengan demikian  para  Pemohon wajib  membuktikan  dalil-dalil

permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atas  nama Pemohon I  dan Pemohon II  yang dikeluarkan oleh

Pejabat  yang  berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah

dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti

P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti  bahwa Pemohon I  dengan

Pemohon II selama ini telah belum diakui secara administrasi kependudukan

sebagai pasangan suami isteri;
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Menimbang,  bahwa di  muka persidangan para Pemohon tidak dapat

mengajukan  saksi-saksi  yang  dapat  membuktikan  bahwa  para  Pemohon

pernah melangsungkan pernikahan maka Majelis Hakim menilai  ketentuan

pasal 283 R.Bg tidak terpenuhi oleh karena itu dalil-dalil permohonan para

Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun  2006  dan  perubahan  keduanya  Undang-Undang  Nomor  50  tahun

2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N 

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp445000,00 (  empat ratus empat puluh lima

ribu rupiah );  

Demikian  ditetapkan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan

Agama  Tarakan  pada  hari  Kamis,  tanggal  07  Desember  2023  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  24  Jumadil  Awwal  1445  Hijriah  oleh  Ahmad

Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,

M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan

didampingi  oleh  Lutfi  Sirri  Purwanto,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Pemohon.
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Hakim Anggota 

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lutfi Sirri Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  ATK Perkara : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 300.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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